
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai penerapan sanksi administrasi terhadap 

ketidakpatuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan pada 

badan pendapatan daerah kota padang. Maka penulis dapat menarik kesimpulan dari 

keseluruhan hasil analisa sebagai berikut: 

1. Penerapan sanksi administrasi terhadap ketidakpatuhan membayar PBB-P2 dikota padang 

belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi baik 

yang berasal dari wajib pajak, objek pajak ataupun yang berasal dari aparat pemungut 

sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak, meskipun menunggak, 

wajib pajak masih harus tetap membayar denda tunggakanya. Faktor yang mempengruhi 

penerapan sanksi admnistrasi antara lain, terdapat banyak objek dan subjek pajak yang 

tidak ditemukan, terdapat banyaknya objek pajak yang ganda, dan kurangnya kesadaran 

wajib pajak. 

1  usaha yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kota padang dalam meningkatkan 

pemasukan sektor pajak dari masyarakat seperti pemutahiran data, mendata objek pajak 

individual baru, bahkan lansung turun kelapangan dalam 3 kali selama seminggu. 

Diharapkan agar masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak. 

5.2 Saran-saran 

 Berdasarkan penelitian dari kesimpulan, maka penulis menyampaikan beberapa saran 

bagi intansi, yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk kemajuan intansi . adapun saran-saran yang penulis maksudkan adalah 

sebagai berikut: 



 

 

1. Sebaiknya sosialisasi terhadap wajib pajak dilakukan secara berkesinambungan agar 

masyarakat semakin mengerti arti penting pajak, maka mereka mau untuk 

melaksanakan kewajibanya secara sukarela. 

2. Mempertahankan serta meningkatkan pelayanan perpajakan PBB-P2 terhadap wajib 

pajak dan memberikan sanksi serta penghargaan kepada pegawai agar termotivasi 

untuk memaksimalkan kinerjanya dan memeperbaiki kekurangan yang ada mulai 

dari sarana prasarana penunjang loket pelayanan dan komputerisasi yang baik dan 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada pegawai. 

3. Pemerintahan kota padang sebaiknya lebih meningkatkat dukungan dari berbagai 

pihak agar dapat tercapai keberhasilan implementasi kebijakan pemutakhiran data 

pajak PBB-P2 di kota Padang tahun 2017. 
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